Menimbang

Mengingat

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

bahwa menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
perlu mengatur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
IHbTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9495);

lPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

un 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
;!chublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
ahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

El?l;

raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
%Indunt_:sia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas anm?

/




Menetapkan
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Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;

TURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENGELOLAAN

UANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bombana;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pem
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Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.
Eenerim&an Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
esa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening
kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa vyang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.
Sekretaris Desa adalah perangkat Desa vang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

.| Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

.| Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap
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kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran vyang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan
Penjabaran APB Desa.

.| Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya.

.| Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau  penyedia

barang/jasa.

.| Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK

Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

.| Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
kabupaten.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 3

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemcnntah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
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Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai kewenangan: |

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat

Desa selaku PPKD.

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
Sekretaris Desa;

Kaur dan Kasi; dan

Kaur keuangan.

Pasal 5
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
dan rancangan perubahan APB Desa;

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Pasal 6
Kaur dan Kasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. Kaur tata usaha dan umum; dan i
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b. Kaur perencanaan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan,

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
b. melaksanakan anggaran Kkegiatan sesual bidang

tugasnya,

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan

dalam RKP Desa.

Pasal 7

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

a. ketua; i
b. sekretaris; dan
c. anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu

pelaksana kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB

Desa.

Kaur  Keuangan  dalam = melaksanakan  fungsi

kebendaharaan memiliki Nomor
pemerintah Desa.

Pokok Wajib Paj

b




(1)

2)
(3)

(4)

(5)

(1)

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

: Pasal 9

APB Desa terdiri dari:

a. pendapatﬂ.n Desa;

b. belanja Desa; dan

c. pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pendapatan.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bldang, sub bidang, kegiatan,
jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pembiayaan.

Pasal 10
dapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
e rekening,

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli Desa;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain.

Pasal 12

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Desa lain,
Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagnunana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:




a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten;

c. alokasi dana desa;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten.

{2‘; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

(1)

(2)

(1)

....E_..__ _

EH‘—W‘;%
dEts A

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat
umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit
70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga
puluh per seratus).

Pasal 14

impok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
iyat (2) huruf c, terdiri atas:

penerimaan dari hasil kerja sama Desa

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa;

penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan;

bunga bank; dan

pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
pewa_uban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan Desa.

Pasal 16
Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
penyelenggaraan pemerintahan Desa;
pelaksanaan pembangunan Desa;
pembinaan kemasyarakatan Desa;
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan

TR0 TP

Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat

mendesak yang terjadi di Desa.




‘ Pasal 17
(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
yat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan Desa;
sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan,;
tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan
pertanahan.
) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
a_v,rat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
pendidikan;
kesehatan;
| pcke:ja.an umum dan penataan ruang;
Fi kawasan permukiman;
kehutanan dan lingkungan hidup;
F perhubungan, komunikasi dan informatika;
‘ energi dan sumber daya mineral; dan
ok
¥

b
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pariwisata;
sifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
| at (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
' a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
| . kebudayaan dan kegamaan;
i c. kepemudaan dan olah raga; dan
4| E] kelembagaan masyarakat
4)

asifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
}rat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

kelautan dan perikanan;

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Desa;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;

koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

dukungan penanaman modal; dan

. perdagangan dan perindustrian.

(5) ifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
"r'iyat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

F keadaan mendesak.

| Pasal 18

[1|] ub b1demg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

pai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

[2} Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
enggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan

|dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang
tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada
Iﬂ].l"ﬂt (1) dengan memberikan kode sampai dengan nomor 99.

}) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
nerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan

e rekening sampai dengan nomor 99 yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan

e—
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|banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
s Belanja sﬂbagalmana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
iri atas:
lanja pegawai;
hclan_la barang/jasa;
belanja modal; dan
lanja tak terduga.
|
i Pasal 20
[Bt:lanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
;huruf a, dmnggarkan untuk pengeluaran pcnghasﬂan tetap,
F:unjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial
kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
lanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
anggarm dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan

lan]a. pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Pembayaran ]a.mma.n sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:
operasional pemerintah Desa;
pemeliharaan sarana prasarana Desa;
kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
operasional BPD;
insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
pemberian @ barang pada  masyarakat/kelompok
masyarakat.
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.
mberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

SO aeop

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
¢, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang
fru]m manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa. _

Pasal 23
Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19




huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
endesak yang berskala lokal Desa.
) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
ncana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
klehagmmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sehelumnya;;
tidak diharapkan terjadi berulang; dan
berada di luar kendali pemerintah Desa.
[IT] kegmtan pada sub bidang penanggulangan bencana
sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan
. bencana sosial.
(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
eadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau
camnya penyelesaian pembangunan sarana dan
. prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
. terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
{#} giatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
paya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
syarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
(7) kctentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana
' dlmaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
kriteria bencana alam dan bencana sosial;
kriteria  kegiatan vyang dapat dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
kriteria keadaan darurat;
kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat;
kriteria keadaan mendesak;
kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan,
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dan
tata cara penggunaan anggaran.
 Bagian Ketiga
‘ Pembiayaan
Pasal 24

|

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
. [1} huruf ¢ merupakan semua penerimaan yang perlu

ﬁlbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

‘ embali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

{?} Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan




|
I
' c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali
| tanah dan bangunan.

[ﬁ] SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
! sedJkit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
| erhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
| kcg;mtan yang belum selesai atau lanjutan,

T ncairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

1] huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam
nenma&n pembiayaan dalam APB Desa.

(4) penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
| bagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dicatat dalam
| benmmaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan.

_ Pasal 26
uaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (2) huruf b, terdiri atas :
pemhenmkan dana cadangan; dan
|. Fenycrta.an modal.

| _ Pasal 27

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
asal 26 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang

nyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan

. dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

{’ql‘} eraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
|

b
mhy

o

edikit memuat:
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan; ]
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan:
sumber dana cadangan; dan
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
[4#] mbcntukan dana cadangan dapat bersumber dari
nyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan
ang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
rdasarkan peraturan perundang-undangan.
3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
sa jabatan kepala Desa.

ﬂ;—ﬂ'
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Pasal 28
{1} Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
. huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
ekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
sa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan
da masyarakat.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat
dijual.
(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
layakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam




raturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
raturan Bupati Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikitnya memuat ketentuan:

indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

Tq

(6)

BAB IV
PENGELOLAAN

e

L& Pasal 29
engelolaan keuangan Desa meliputi:
perencanaan;

laksanaan;

natausahaan;

laporan; dan

rtanggungjawaban.

|

i Pasal 30

(1) l’cngelnlaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

29 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

ncatatan transaksi pada saat kas diterima atau

ikeluarkan dari rekening kas Desa.

(3) gelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan

enggunakan sistemn informasi yang dikelola Kementerian
Negeri.

oo TP

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31
(1) E:nca:m&n pengelolaan keuangan Desa merupakan
ncanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
APB Desa.
(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
oman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
turan Bupati setiap tahun.
(3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
. da ayat (2) paling sedikit memuat:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
' dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
¢. hal khusus lainnya.
(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan
P_enyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 32

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana -
dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat




an Oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan
esa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa,
merintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang
rkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan
| erintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai
sa:{- pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
yat (4).

—
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= Pasal 33

(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD

bagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa
nyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai

njabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan

| Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34
(1) icangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
i ud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa

pada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling
bat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
duan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

sa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
| bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

q:lokmnﬂn paling sedikit meliputi:

surat pengantar,;

rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran

APB Desa;

peraturan Desa mengenai RKP Desa;

peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan,

jika. tﬁi"ﬂﬂ(ﬁ&; i

peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika

tersedia; dan

berita acara hasil musyawarah BPD.

R N ——

Pasal 35

bup&t] dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat
Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan
pada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
rhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

{3b alam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
tas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

L: cangan perah:ran Desa dimaksud berlaku dengan
ndirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP

Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi

Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(

(5)
2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-




undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36
pabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Eﬁ ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi
Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan
dimaksud dengan Keputusan Bupati.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja
Fete:lah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
En selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut

raturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
alam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
perasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
nggunakan pagu tahun sebelumnya sampai

yempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
esa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

' - Pasal 37
pbu dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan
Dfs? tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

| | Pasal 38
) Jiancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan
sa tentang APB Desa.
turan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
da ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember
un anggaran sebelumnya.
Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana
i Peraturan Desa tentang APB Desa.
epala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB
sa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB
sa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
Tlitﬂtapkan
: Pasal 39
epala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa
pada masyarakat melalui media informasi.
) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

. APB Desa;
t. pelaksana  kegiatan anggaran dan tim yang
L melaksanakan kegiatan; dan
‘ alamat pengaduan.

Pasal 40

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa
apabila terjadi: |

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
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1)

) Kntcna keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pad.a
diatur dalam Peraturan Bupati mengenai

)
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pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam

tahun berkenaan;

antar jenis belanja; dan

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

bahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar

biasa.

ayat (2)

Pengelolaan Keuangan Desa.

Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
litetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB

Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 41

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa  sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

apabila terjadi:

pergeseran antarobjek belanja; dan

‘ tahun anggaran berjalan.

|
I
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Pasal 42

turan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 43

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar bidang. antar sub bidang, antar kegiatan, dan

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

| Desa pada tahun anggaran berjalan;
. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan

kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam

pala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
etapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
n,]abaran APB Desa dan SElﬂ.Il_]utlleE. dmampmkan kepada

tuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan
38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan

laksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
nerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan

elalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati,

ekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan

epala Desa dan Kaur Keuangan.

sa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
ilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wﬂayah terdekat
yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda

tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

/

h




|
|
‘ | Pasal 44
{T] omor rekemng kas Desa sebagaimana dimaksud dalam
sal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
upati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada
ubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
‘i tuk pengendalian penyaluran dana transfer.
(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional
merintah Desa.
(S) gaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada
pyat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai
Fengelulaan Keuangan Desa.

a - Pasal 45
(1) F:pala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

—
[esht

ggaran sesual tugasnya menyusun DPA paling lama 3
tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa
fia.n Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan,

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
. untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran,
waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran,
dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(S) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

{A} ur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan

rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Fl.mg lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan

bagaimana dimaksud pada ayat (1).

| Pasal 46

(1) is Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling

a 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi

nyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah
I Pwenﬁkam oleh Bckrctans Desa.

n Pasal 47

{1} i')alam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB

besa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

jabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya
bahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan,

epala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
ggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan

. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
cangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

esa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pcnugaa7

:




sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

}chala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah
;lwcnfikam oleh Sekretaris Desa.

—
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! Pasal 48

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa

asarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

(2) cangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

isampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan

Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

( epala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah

| diverifikasi Sekretaris Desa.

. Pasal 49

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
i dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
lasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

L
| | Pasal 50

(1) s kas masuk ¥sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
. memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari
. Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

: Pasal 51

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

emuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

( tiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

idukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

( ukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat
rsetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung
wab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

geungjawab  terhadap  tindakan  pengeluaran

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{5? ur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan

uku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengclua:an anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

: ; Pasal 52

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA

ang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dﬂakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau
nyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

intamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada

yat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
terial/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong

enga.n melibatkan  partisipasi masyarakat untuk

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan

Tnasym'a.kat setempat.




o

) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
elalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat
ilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap
pu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana

ud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
| Erpeduman pada peraturan perundang-undangan mengenai

adaan barang/jasa di Desa.

‘ Pasal 53

(1) kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mﬂnga]ukan
| 8PP dalam sctiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai
| ﬂengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal
| sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) juan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan

fe_lakaanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54
(1) aan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan
barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10
sepuluh) hari kerja.
{%} Palam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan
si pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan
| dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
o;hmmpanda]amkas Desa.
{3} ur Keuangan  mencatat pengeluaran  anggaran
bagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas
umum dan buku pembantu panjar.
(4) Kaur dan Kasi peiakaana keglatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran
pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
I

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi

pembayaran dengan  pertanggungjawaban  pencairan

anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana
giatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran

ang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa

(3)

g ke kas Desa.
Pasal 55
(1) juan SPP untuk kegiatan yang secluruhnya
‘ ilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan
telah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ailampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
#y&t (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB
Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
¢. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;

b




d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai
engan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai
dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah
endapatkan persetujuan dari kepala Desa.

| Pasal 56
Ka dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari
B*j seluruh kegiatan selesai.

| Pasal 57
[l]} ur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun
pelaksanaan dari anggaran belanja penanggulangan
ncana, keadaan darurat dan mendesak yang diusulkan
epada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
(2) taris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang
iusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa
enyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja
nanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
suai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris
Ba- I
(4) *(epala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja
nggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan
ala Desa ditetapkan.

Pasal 58

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas
ggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
tentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan
ang berlaku.

( ur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
fmmutnngan pajak terhadap pengeluaran kas
E&;&sebagaimmm dimaksud pada ayat (1).

(

|

otongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
eliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal.
(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
- perundang-undangan.
' Pasal 59
s kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dal Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
di sud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB

Dl!S?.

Pasal 60
(1) Penerimaan pembiayaan dari SIiLPA tahun sebelumnya
bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan
tuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.




(4

[2] SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran

ﬁebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
rhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
dapatan dan/atau penghematan belanja tahun

sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-
giatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun
ggaran berkenaan.

3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum

Eelesm atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

puruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan

gmtan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
tnya.

) k{aur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
engajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala
sa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum
lca?.lbatau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

uru

9) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam

| Elengagukan raricangan DPA sebagaimana dimaksud pada

t (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir

isasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala

esa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
ggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan

isa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penvelesaian

kegiatan yang belum sclesai atau lanjutan pada tahun
berikutnya.

Pasal 61

(1) cairan dana. cadangan sebagaimana dimaksud dalam

sal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana

| dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran

. dana cadangan dalam rekening kas Desa.
@

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
yat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
. Desa mengenai dana cadangan.

{44;' gram dan kegiatan vyang ditetapkan berdasarkan

turan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
tuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan aebagalmana dimaksud pada ayat (4)

?Janggarl-mn pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 62

{1} yertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

uruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli
Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 63

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuan




sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
{% natausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
: akuka.n dcngan mencatat setiap penerimaan dan
ngeluaran dalam buku kas umum.
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
da ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum
terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan
. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran

4 elalui rekening kas Desa.

(

) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan
' geluaran setoran pagak
{4{1 pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
uruf ¢ merupakan catatan pcmbenan dan
Pcrtanggun'awaban uang panjar.

|
| Pasal 65
Pén*nmaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
a.i isetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
' vinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
ﬁ.tsctur melalui. bank lain, badan, lembaga keuangan
5 /atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang
diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 66
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
(2) geluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
ilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
pada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas
dlasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh
Kepala Desa. |
3 luaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
i melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
ur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA
SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
ilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan
iketahui oleh Kepala Desa.
(5) geluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan
itansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
itandatangani oleh Kaur Keuangan.
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
T:tandatangﬂm oleh penerima dana.

2

e

Pasal 67
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan
cr!eh Kaur I{euanga.n kepada Sekretaris Desa paling lambat




tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
tas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
alisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
pada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 68

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
. semester pertama kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
‘ . laporan pelaksanaan APB Desa; dan
. b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
: ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat

' minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

‘ Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB

Dps\? kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
:merintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus

tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 70
pala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
‘ alisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
' ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
. akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
‘ Peraturan Desa.
(3) turan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
. dengan:
. laporan keuangan, terdiri atas:
. 1. laporan realisasi APB Desa; dan
| 2. catatan atas laporan keuangan.
. laporan realisasi kegiatan; dan
t. daftar program sektoral, program daerah dan program
. lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71
(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
asal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
merintahan Desa akhir tahun anggaran.

) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelakuanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
. Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu
. kedua Bulan April tahun berjalan.

(2

Pasal 72

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal
0 diinformasikan kepada masyarakat melalui media
informasi.

| Pasal 77
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran

—

I



administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

=N
=

' BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

gt | Pasal 78

(1) Pengelolaan kcuangan Desa yang saat ini masih berjalan

n:lasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun
015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku
pai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini.

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun

anggaran 2019.
(3} Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap
berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu)
. tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII
PENUTUP

|
|
|
I
|
|
| Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| ;

' _ Pasal 80
:j:hlran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

: Ditetapkan di Rumbia
PARAF KOORDINASI 4 pada tanggal, 28 PBESSEL 2018

%zﬂm PAR4

nlalwln|=|S

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, £§ OWeA@en2018

Sekretaris Daerah,

Pembina Utama M , IV/d
NIP. 19590922 198203 1 010

BERITA DAERAH +\T§UPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ...




A. Format Kode Rekening

LAMFIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR H TAHUN

TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan nakan
"t‘]"‘ : ang dan kegiatan yang digu

sclengparanya fangsi
m Pengelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, ‘hlm dan
Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk keglatan 1-7)

01

Pen Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

02

Periyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

03

Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan  PPKD,
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dil)

Tunjangan BPD

Opnrasilmai BPD [Rapat-rapat [ATK, makan-minum], perlenglapan perkantoran,
Swalmn dinas, listrik/telpon, dil]

Pcfhudium Ingentif/ Operasional RT/RW.

Ll L (R O S e s e ™ )

L L (R ) S S S5y PSR O

04
05
06
o7
90-99

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

sarana (aset tctap] perkantoran / pemerintahan

l:lthnraan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*

e = o 8

walratealeaag

mmu?ikegmmnmhhldangmmmmmmpmmmm&u'

Sub Bidang Administrasi Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

=

Kependudukan,
administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTF, Akia
Kartu Kel

mu /Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependuduksn dan potensi
il .

B ekt | |

w jwlolw w | o e

m“ krginmnmhhiﬁmgmlminiwaﬁhptnduduhh,pmnﬂtmﬂpﬁ,mﬁmkdan

]

=

mmmmmmynw

-

£

Rﬂw usyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes  (Musdes,
bangdes/Pra-Musrenbangdes, dil., bersifat reguler}

Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dil., yang bersifat non-
1 sesuai kebutuhan desa)

Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dil)

unan Dokumen Keuangan Desa (APBDes; APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan
rub doloumen terloait) !

[ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

o Lt R E ]

& Bl B s s

SRR G 8

@;m&h@nknnb&n{&rdu{hrhﬁm,dﬂ-dihudﬂmmmﬁmm
nan/Keuangan)

F-Y

Penyu hpmnuﬂepalqﬂemfpumlmmmm&mmtﬂmncﬂﬂwmnkhw
inkt;w g
kepada masyarakat)

hmtpn&nmmln{mmmbeﬂ
Dcmjﬂmmﬁm}hbupﬂm?ﬂukl(eﬁp,dﬂj‘*

mmmmm.&m&mmmm
BPD (yang menjadi wewenang Desa)

Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti
hanm

s

hginmnauhhdmgmtaprm&pcmemm]mnmmmkﬂmmdm

|

Sub Bidang Pertanahan

Sertifikasi Tanah Kas Desa

wwmw Mmbmmmﬂmnﬁhm

F, Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

M Konflik Pertanahan
Fcnb'lﬂhhhnl’nrtnuhhm

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBE)

Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

| |t | st ot | | | et

afoajenjintonloniin|cnicy

lain- ‘] iatan sub bidang pertanahan®

PELAKBANAAN AN DESA
Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
bangunan pendidikan, keschatan, pekerjsan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak
hany

pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non
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11

gan: m;mmwmmwmmmnm
Air Hujan /Sumur Bor, dlij**

gl 2 Sub Bidang
2 { 01 wﬂ PAUDITKI'IPMTKAITPQIHM Non-Formal Milik Desa** (Bantuan
perasional, dst)
2 1 02 Pen]reknmaman FAUI} (APE, Sarana PAUD, dst}
2 1 03 han dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2 1 04 wmmmmmﬂmmwwmm
a2 1 05 Deta Sarana dan Pmmnna PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik
gunmfRﬂhntnht.m Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
il 0 ) O (APE) PAUD/ mfw&mw Non-Formal Milik Desa®
/Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Pﬂ‘puutakannanmnn Bacaan
? : ol m ar Milik Desa**
Pm'pumkmu Desa (Pengadaan Buku-bulu Bacaan, Honor Penjaga untul
ool il e ,’Tamanﬂmm Desa)
2 1 09 bangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2 1 10 ' Fmdjdlhn a Miskin / Berprestasi
2 1 90-99 | lain- | kegiatan sub bidang pendidikan®
2 12 Sub Bidang Kesehatan
lenggaraan Pos Kﬂuhm Desa (PED}/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan
2 01 ; Mnﬂemfﬁmmmmwmmmmmmw
! lst)
2 2 02 Fh!?ﬂndu{hhimmaTmb&thdthanmﬂ,Kchahnmlnmﬂf
Pu#ulhhmdm Pelatihan Bﬂangxnehntnn {untuk Masyarakat, Tenaga Keschatan, Kader
2 2 03 E.u#:hinm dlly
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Keschatan
- i 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PME] tingkat desa
2 2 06 Pmﬂduhan Bersama atau Bina Keluargn Balita (BKB)
2 2 07 sﬁmmmmmmmm
2 2 o8 eliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2 2 09 /Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana
u/Polindes/PKD **
2 |2 90-99 | lain- mﬁlah@m sub hadan_gltacauhatﬂn"
2| 3 Sub Bidang Pekerjaan mhmm
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa
2 3 02 Pemeliharaan .Jalan an Permukiman/Gang
2 ] 3 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2 3 05 Prasarana Jalm Desa (Gorong-porong, Seclokan, Bax/8lab Culvert, Drainase,
Jalan lain)
2 3 06 Pemeliharaan Gum;ﬁamﬂahl Desa/Balai Kemasyarakatan
2 3 o7 Pﬂﬁ:l‘dmm Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2 ] 08 | mmEmhtugHﬂ.lk Desa
2 3 09 Pt:ﬁcﬂhmumummjﬂmnfﬂam Desa
2 3 10 /Pengerasan Jalan Desa **
2 3 11 ﬂmfmmfmfﬁnm Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2.1 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2 i 13 Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengernsan Jembatan Milik Desa **
a 1 14 gunan, Rehahilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (G {Gorong-gorong, Selokan,
Box/ Culvert, Drainase, Prasarana Jelan lain) ™
213 15 | Pembahgunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan ™
2 3 16 &ﬁhmﬂmfmm Pemakaman Milik Desa/Situs Bﬂngiumh Milik
2 3 17 Pembubtan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2 3 18 Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2 3 19 nan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2 3 20 /Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa **
2 3 90-99 mw?:lkqglatnn sub hidnngpekeﬂaan umum dan penataan ruang®
2 4 lmhﬂ'mﬂﬂm
2 4 01 pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
(pemetaan, validasi, dli
2 4 02 Pm#dihumﬂumur Resapan Milik Desa
2 & 03 Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
H Sumur Bor, dll) . i
2] 4 0% Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dil]
i R o8 Sanitasi B:rmﬁcimnn {Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar prasarana
jalan)
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil
ailia o7 m Fasilitas nglnlm Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank
2 4 08 RﬂnﬁhﬂmﬂnthmbuWMhmhﬂhanmﬂrhmbnhRumnhTm
2 4 09 n Taman n Bermain Anak Milik Desa
2 4 10 Sumur i
2 a4
2 | 4

12

bﬂwmfﬂnhnhﬂimnifﬁnmpmum Sembungan Alr Bersih ke Rumah Tangga

:__ .__E




(pipanisasi, dil) **

13

/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
m dil., diluar prasarana jalan) **

14

/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dil *

o £

15

Pembangunan
mmmwm;&mﬂmm Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
Bank Sampah, dilj**

]

i6

Pcuﬁwunmfﬁchahmw&nizmn Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
lim| Rumah Tangga)** {

17

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik Desa*™

b

alal a

90-99 hﬁhﬁ%ﬁﬂw&hmuﬂntdmkawmpemuhmm
2 5 da
2 5 01
2 5 02
2 5 03
2 5 04-99 | lain- Mnkeﬁmnmhm&hmwwhwmdup*
2 L] cian
2 6 01 Rambu-rambu di\Jalan Desa
2 6 02 %ﬂﬂn Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
JLPJ
2 6 03 %;mmummmmmnm
2 6 90-99 h@hﬂmﬂhm Komunikasi, dan Informatila*
2| 7 mmwmmm’um
a: 17 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2 7 02 gmhefhmmmfﬂchnbﬂam,’wm Sarana dan Prasarana Energi Alternatil tinglat
2 7 | 099 hﬁh?hﬂmauh%dnn&umhuﬂwaﬂiﬂ'
21| 8 Sub Bidang Pariwisata
2 | 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 8 02 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2| 8 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2 8 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
mmmm&nmemhbﬂmgmmmmkmm
dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung
mh:a|pmbmpmdemm;m¢nmkup
3 1 Tmmm Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3 1 o1 Pe fmmlcnmman“!’uu Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan
pe jadwal ronda/ cind
3 1 02 -.-_ --.;.. Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
3 1 03 Fmbmm Km.ﬂumnn Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat [l.‘lcnmn
3 1 04 iha Kﬁmﬁn@mﬂmﬂmma&lmhhkﬂ!ﬂcm
3 1 05 Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3 1 06 tuan Hulkum Untuk Desa dan Masyarakat Miskin
3 1 o7 Pelatihan [ Penyuluhan/ i kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
3 1 90.99 kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
a2 Sub in Keagamaan
3| 2 01 Pembi Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3 2 02 mmmm&mmmwmumm
ngkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota
3 2 03 nyelenggaraan Festival Kesenian, hdathclmdaarm danKnmumn(pmm
hE caan hﬂ]‘lm
3 2 04 m&&m Sarana dan Prqinrm thudnymfmunah Adat/Keagamaan Milik
3 2 05 Pe /Rehahilitasi/ Peningkatan S8arana dan Prasarana
Ke /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
a 2 | 90-99 | lnin- k@uhnmhmw:m&m
3 a %Ew*mm
3 3 01 i Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat
dan Kabupaten/Kota
3 3 02 pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan,
3 3 03 WFW{@'MWMMOMM
3 3 04 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa®*
3 3 05 Fe:*tﬁxymmfﬁdmbﬂ:imﬁj?minﬁmm Sarana dan Prasarana Kepemudasn dan Olah
ilik Ll
a a 06 ﬂb&hﬂn Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga
3 3 90-99

Iahh.?thcpntanmbb}dﬂqgﬁmudmdmmnhﬁap*

]

LY

| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat




3 4 01 Pembinaan Lembagn Adat
3| % 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PKK
3 4 04 Pembinaan Lembags Kemasyarakatan
3 | 4 | 9099 !hw:ub bidang Kelembagaan Masyarakat
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
i memmummmmmpmbmdmgmmmmm
meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meninghkatkan
kc tcmmmnw:knt yang mencakup:
4 |1 Sﬁﬁﬂigmlmnmmdmm
B 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4 1 03 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa™
4 1 04 Pu# /Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
4 | 1 05 Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)
4 1 06 /Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat /[Nelayan **
4 |11 | 9099 tain-lain kegiatan sub hiﬂm;hﬂnumn dan perikanan*
4 | 2
4 2 01
4 2 02
4 2 03
4 2 04 Per IATH
4 2 05 Pelatihan /Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan **
4 | 2 | 9099 l.nlﬂ—laTﬂmgintan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01 an kapasitas kepala Desa
4 3 02 kapasitas perangkat Desa
4 3 03 itas BPD
4 | 3 | 90-99 kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4 4 Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4 4 01 Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan
4 | 4 02 lindungan Anak
4 | 4 03 hﬁdﬂnwmw@m
4 4 90-99 nubbuinqghmhudthﬂmmnm&dmdunpumk'
4 | 5 2 Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4 5 01 P Manajemen Koperasi/ KUD/ UMEM
4 5 02 Sarana Prasargna Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4 5 03 Wﬂﬂn@pnmmmﬂwmﬂmmm Pertanian
4 | 5 | 9099 lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
|
4 | 6 Dukungan Penanaman Modal
+ 6 01 BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 | 6 02 Pd%gmmimmmhmmﬁmnmmm
4 6 | 9099 h:inll- .| kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
3 i 4 Mmmhm
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/ milik Desa
4 17 02 Pmlhatgun.m;nm-hdm Pasar Desa/Kios milik Desa ™
4 T 03 e Industri kecil level Desa
4 7 04 nibes mhanMHmuf&Hruhmf&ndmpmgxn kelompok usaha ekonomi produldtf
4 7 | 90-99 :-= keglatmmhbtdm; dagangan dan Perindustrian®
5 mumm&.mmrmm
Bidang \gan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk
i penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5 1 Bub Bi Penanggulangan Bencana
) 0o Bencana ;
5 2 Sub Keadaan Darurat
5 2 00 | Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5 3 Keadaan M

nk -

{untuk Hﬂm pilih salah mpﬂmf ltehLl‘.uhﬂn desa, misal : Pembangunan,
ataun bilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)
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Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi

Bahan/Material

Bendera/Umbul-umbul / Spanduk

Helanja Pakaian Dinas/Seragam /Atribut
Helanja Obat-obatan

Helanja Pakan Hewan ) Tkan, Obat-obatan Hewsan
&anpﬂfﬂm%hnimm

Helanja Barang Perlengkapan Lainnya

_Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

Helanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayanan Desa

siglelsle g;:ssaaaai

Helanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan / Narasumber
Belanja Jasa Honorarium Petugas .

&Q@MmmMMMQQEM

Behn_]n Perjalanan Dinas |

Helanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

ja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

Helanja Kursus/Pelatihan

Belanja Jasa Sewa

Helanja Jasa Sews Bangunan/Gedung/Ruang

Helanja Jasa Sewn Peralatan / Perlengkapan

Helanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

Helanja Jasa Sewa Lainnya

Belanja Operasional Perkantoran

ﬂh@ﬁmquwmhmm

Belanja Jasa Langganan Air Bersih

Belanja Jasa Langganan /Surat Kabar
Bﬂaﬁ]i:.:x %

HhmhmmemhMmt
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Bl Jos epaiangen
Jasa Perpanjangan ljin/Pajak

Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

Belanja Pemeliharaan

Belanjs Pemelibaraan Mesin dan Peralatan Berat

Helanja Pemeliharsan Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Hm&hmmkwmﬁmmmmmeMMuﬂﬁmmhmmpmw
; Persampahan, dli)
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Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyaralkat

~1|~|~fen

Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
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T 03
7 04 &h@&mmm&mmmﬂmwwﬂmmﬂm
7 05 &m@ﬁm__@mﬁmmMMMMMm
T | 9099 &mwRﬂq&mhﬂﬂqﬁmﬂﬁmhmmuqmmmhmw
Modal
&hﬁHﬂﬂﬁmﬂgﬂmﬂ

Helanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanah

Helanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

&gmHMdHMMMHMpﬁmﬂwm

m%wm
&hmuwm&mmm dan Alat Berat

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Helanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

ja Modal Peralatan Komputer

Helanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan

Helanja Modal Peralatan Dapur

%%EEQQHMMmﬂumM
Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

Modal Peralatan khusus Pertanian /Perikanan /Peternakan
Helanja Modal Mesin

Helanja Modal Pengadagn Alat-Alat Berat

Bélanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
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Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

Belanja Modal Kendaraan Lainnya

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

Eummwm-
ja Modal Bahan Baku

Modal Sewa Peralatan

ja Modal Jalan/Prasarana Jalan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

_Helanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Modal Jembatan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanjs Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegia

Bélanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

elanja Modal Sewa

Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
tan

Belanja Modal Sewa Peralatan
Belanja Modal Jaringan/Instalasi

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Modal Bahan

Belanja Modal Sewa

Belanja Modal lainnya

Belanja Modal khusus Pmdﬁiﬂmn dan Perpustakaan

Belanjs Modal khusus

asus Olahiagn
Belanja Modal khusus Kesenian /Kebudayaan/keagamaan

Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman
B#hnjnﬂodﬂ[r!ewn i
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B. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/WaliKota tentang Penyusunan APB Desa

MATERI MUATAN
PENYUSUNAK PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Materi muatan | Bupati tentang Penyusunan APB Desa paling sedikit memuat:
A. Sinkronisasi I{E jjakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa,

RKP Desa, bijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

B. Prinsip Pen an APB Desa Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus
menjadi in dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:
7 Sesum kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan

bidang dan enangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan dang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhati asas keadilan dan kepatutan;

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan

peraturan daerah lainnya; dil.

C. Kebijakan Penyur’unan APB Desa

Adalah kebij yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam
perencanaan yusunanﬁPBDeaaTahun Anggaran berkenaan, terkait dengan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan B Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkan stasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
dilakukan d memperhatikan' keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

danhegatandmhamluﬂammfnﬂymlgdmmapkantmmmk

Prestasi kerja

1. Indikator a, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang
diren -

2. Capaian target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai g b ]ud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
dari setia

3. Standar satuan ha_xga. yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Menguraikan tentang:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan
tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

2. Substansi APB Desa APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja
untuk mahmgmasmg program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk

tahun dlrencana]mn :hrm-::l sampai dengan rincian objek pendapatan,

Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran
mmpakanperm:myangmmmrmmmaimaldanmemﬂih
kepas serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman
penyusunan APB Desa hams memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang
me

(1) Kep?éran pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari

(2) Da.:u‘ hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannye.
b. Belanj
Belanja harus dr,arahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan
Desa menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-
usul kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan
peratu perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci

m halhalymghmadmerhahkmdalampermummn%ﬂm
dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa,
beianjill modal.

".'7""




Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan
1 belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam
tan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan
isi geografis Desa, Desa dapat mengatur standar satuan harga yang
dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan
i. .I:ka terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari
, maka Desa harus menympa:kan alasan yang kuat.

mnas pmhmymterﬂmdanﬂiﬁ&danpenmnmkembahdam

gan; dan |

AT pemhiayaaﬂ,tqrdhidaﬁpenymaanmndﬂdanpcnmmn
s cadangan

3. Cara mengisi format AFB Desa |

a. Ren [pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang
dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa

selanj dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifik bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi
diurai menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek

rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat
untukmmuh;pdeﬁaitﬂﬂbemdanpengﬂumnpembmym
untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing
menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek
dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB
Desa. ' :

E. Hal-hal Khu i
ntang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam

Menguraikan |

penyusunan . Desa, diantaranya:

1. terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui
swalmlula,| memakattualkan penggunaan material/bahan dari wilayah
sate,mpat,l akan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi

perluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan r
setempat
2. Kebijakan kabupaten.




C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PERATURAN DESA....(Nama Desa)
Hﬂuun e Tm LY

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Menimbang e wa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari

ngelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan

ng jawab untuk sebesar-besarnya  kemakmuran
syarakat Desa;

b, ioahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
lanja Desa Tahun Anggaran ... yang disusun sesuai dengan
I butuhan penyelénggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
’ bersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
i , dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
r:nasynmkat yang adil, makmur, dan sejahtera;

¢/ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huru_f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

Mengingat L ST
4 [
3. ..i...dan seterusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
4 dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan w DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
A DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

: Pasal 1
Ahggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan
perincian sebagai berikut:
1 tan Desa BB b vtk sdaanspendsioan nankontis
2 lanja Desa + R ot P S o it s ey
lus/Defisit B oliiisincasepasossnrnibincetnahen
3 biayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan R ot iinsusssncssion s sotogas
b. Pengeluaran Pembiayaan RO hiaabetia i ik soihntiapussnssuing
Selisih Pembiayaan (a-b) v A R SRl A
‘ t .

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mhegahna:? /




dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
agléntakterpisahkandaﬂFemturanDesann

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Desa;

b. penyertaan modal, jika tersedia;

c

d

o

.d dana cadangan, jika tersedia; dan
. kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sclrbelumnya, Jjika ada.

| _ Pasal 4
Ke Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Ar Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
_ APBDesa.

i Pasal 5
{1+

intah Desa dapat melaksanakan  kegiatan untuk
anggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
ndanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hengglmakan anmaran jenis belanja tidak terduga.

! cana,]madaan_ darurat, dan mendesak yang belum tersedia
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

raturan Desa tentang perubahan APB Desa.

{4 ta.n a:ehagmmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

(2
(3

qt bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan
berskala lokal Desa.
Pasal 6
D hal terjadi:
penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;
keadaan yang menyebahkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan
ci kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
peru Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
m itahukannya kepada BPD.

: Pasal 7
uran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|
P'd!ral
Qﬁ‘ setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
uran Desa ini dalam Lembaran Desa... .... (Nama Desa).

i Ditetapkan di ..........ciciaisnsinnme

pada tanggal, ......c.cooovieanan ity e
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA (Kepala Desa)

Diundangkan di ........

pﬂ.datﬂﬂﬂ'ﬁal- e T L

SEKRETARIS DESA ......, (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA ......... (Sekdes]




C.2. Format APB Desa
LAMPIRAN :  PERATURAN DESA

NOMOR ¥ - TAHUN...
TENTANG : ﬁNGGARﬁN WATAN M
BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
mm m..l‘l."l.ﬁ‘ll
Tm w'-"".--’-"‘

ANGGARAN | SUMBER

KODE REKENING L URAIAN 5

-

PENDAPATAN

PADesa

Transfer

B ER T Bl ]
(43 | S} P

lpin-lain

PENDAPATAN

5 BELANJA

1 PENYELENGGARAAN TAHAN DESA

Lol Penyelenggaraan Belanja | Tetap,

1 1 o1 wmmw
Desa

111101 |5 1 | Belanja Pegawai

1 01 i Kependudukan, Pencatatan Sipil,

1 01 administrasi umum dan kependudukan
(s Pengantar/Pelayanan KTF, Kartu Keluarga,

e e
Pembangunan Desa

B BT B et
-

1] 05 /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Perpustakasn /Taman Bacaan
fSa,nﬂaneladar |

Bmmnﬂmnnumdm

Bencanﬁ

O M s i

ot it [t f

Belanj Tak Tevgn

bl
=

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT}

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiaysan

1 Pcup:hxam?mtlﬂun

i
-—

SELISIH PEMBIAYAAN




] - e e e sk o U AT L T -

S;ﬂ;ﬂll?embmym (a-b) Rp. i

jumlah anggaran yang ditetapkan
Dana diisi dengan mmmmwmm1mm




Pasal 2
lebxh lanjut Pan,jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

aksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
: pkandaiam&ramranuudlmangkau lebih lanjut dalam Dokumen
elaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan

dealaSckmpclnkmnkegmtanmm

! Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
seﬁa;: orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

gﬁlﬁ'nﬁﬂa ini 'dcnga;n:! penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama

Ditetaplean di .....ciinneniiiiss
pada tanggal, .........ceermiianinninis
KEPALA DESA ..[Nama Desa)
tanda tangan
NAMA (Kepala Desa)

...... sl

....... (Nama Desa) TAHUN ........ NOMOR ...........




D.2. Format Penjabaran

| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN ;- PERATURAN DESA

NOMOR i prneres TN il enin

TENTANG :  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KELUARAN /OUTPUT

oo SRl B -

siafalnlalslalslsl

01

01

o1

ot

o1

o1

01

3,

wn

) Lo

B b

R &R

nj<nf caf ) th

8|8 g2

n

£
g8

L - e e - -

Bl b3 B =] =l

A




Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

KEPALA DESA .... (Nama Desa)
tanda tangan
(NAMA (Kepala Desa)

obyek belanja: dan |

rincian obyek belanje:

. Bugim&mbqyundiids
pembiayasn;

A
b. | kelompok pembiayaan; dan
b

a. | belanja;

b. | jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
e,

d.

. | jenis pembiayaan ;

lapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
denpmvdumeﬁunﬁh}autputhghmﬂinhmln}dlnw&umnmhhjmpm
an obyek belanja (Kolom 2.d)

. sl dengan satuan output (paket, unit, km, Ha} kegiatan dan satuan {paket, unit) in

i obyekhehnjn

Sumber Dan MMMMMMWMMMLQW

/s




F. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

A. DASAR PEMIKIRAN

PANDUAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
|

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan De*_a yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya uran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan
Desa.

2. APB Desa di sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas
transparan, tabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

3. Bahwa Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa harus di asi oleh Bupati.

4. Berdasarkan tuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu
mengeluarkan uan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi
Rancangan ran Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Peru APB Desa.

B. MAKSUD DAN 'I'wam

Maksud dan tl.uup.n panduan ini, jl'H.l'l.'tL

1. Maksud
Panduan ini | dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, imbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai gunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan

kepentingan upm dan sesuai denpn ketentuan peraturan perundangan.
2. Tujuan Umum| |

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan

evaluasi, yaitu:

informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian
kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa

tentang Perubahan APB Desa.

i informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian

kaitannya der.i,g,an substansi dan materi Rancangan Peraturan

: an Evaluasi, yaitu:

istrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait

g dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB

cangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas  yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebij | yvang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan
RPJM Desa Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan,
belanja dan p+m

EVALUASI
1. Permapan
ly.:j.ngkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi,
ta:
1) Pem l Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB
Desa| dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal
pel aan evaluasi oleh Bupati.

2) Tmﬁvaluamﬁmbmamhammmadmhudhumfa,mrdmdm

a) chtua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
b) is Pe_jabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat L

| /
|
|




3)

4)

S)

6)

dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau
sebutan lainnya
= ota : SKPD terkait.
Bupati dapat mendeleganﬂmn evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
hPBWRmmgﬂﬂPﬂﬂ.ﬂﬂﬁﬂD&a&tﬁnt&ngﬁmuhahanﬂPBDem
t atau sebutan lainnya. Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa
kepada Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat
an Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pelakaanaan Evaluasi APB Desa.
Pendelegas kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
ten APH Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB
kdr'pada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk
uasi, yang terdiri dari:

a. : Camat
b. taris  : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
& ta : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
i sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi

Ran peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APB Desa.

Segala |bia;m yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan

b. Dokumen uasi

1) Dokumen Utama

a) mganPeraﬂranDeaa tentang APB Desa vang telah disepakati
BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah

m&pak&n bersama BPD.

Penunjang (alat verifikasi)

Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
usyawarah; atau

- tusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk

uasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);

. cana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaj.

lencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

Jokumen yang relevan {misal, Perdes tentang pembentukan dana

mdangm, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa

ielayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

;] Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa

g

) | Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usal dan lokal berskala Desa

:*i Perdes tentang Feuetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
| asal-usul dan lokal berskal desa

4) | Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

5) | Peraturan Bupati tentang Dana Desa

6) | Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

7) | Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
) | Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang

didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

9) | Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

i dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

Evalu istrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut
a) an atas kelengkapan peniyampaian dokumen evaluasi;
b) K han atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang




d) Kﬁguim Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis
sunan peraturan Desa;
2) ah-langkah evaluasi:
1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan
Lampiran semua dokumen;
3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua

Dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang

batas waktu penyampaian dokumen;

5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah

1 s/d4.

Catatan: Jika dan pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai
ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya.
Waktu pelakru'lm evaluasi dihitung kembalisetelah dokumen diterima secara

lengkap.

ijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
atau Ran Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi
menyusun le hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
Laporan hadﬂ|evaiu&si dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Ran Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan
Desa ten bahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa
untuk me penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
ABDesa. hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan
informasi mengenai

tas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

a) evaluasi ats :

b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan F

sebutan lainnya; dan

an Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada : b\,
b. Inspektorat Daerah Kabupaten. /

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Dma7




Lembar Evaluasi APB

Kabupaten : Bom
Desa shdsaeenpnndh
! ¥a | Tidak
1. Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apaksh semua
evaluasi telah i
diterima dari
scTu.ra
1.2 Apakah Keputusan hasil Berdasarkan
Perdes Musyawarah aturan, 3 hari
tentang APB Desa BP[} Pembahasan dan setelah disepalkati
Rancangan Perdes | Penyepakatan Perdes tentang | bersama. Perdes
tentang Peru APH Desa AFPB tentang AFB
dilakukan Desa/Perubahan APB Desa Desa/Perdes
tepat waktu (lihat tentang
tanggal keputusan) Perubahan APB
Desa harus
diajukan kepada
Bupati
atau camat untuk
dievaluasi
1.3 Apakah BFD telah memyepakati Keputusan hasil Berdasarkan
Rancangan il Musyawarah Permendegri
Perdes tentang / BPD Pembahasan dan mengenai BPD
Rencangan Penyepakatan Perdes tentang
Perdes tentang APB APB
De Desa/Perubahan APB Desa

Kuimpulnnpmﬂmlnupfk!dmmmddlulmlﬂa-

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa
2.1 Umum i
2.1.1 Apakah Perdes RKP Desa atau RKP
tentang Perubahan tahun berkenaan
APBDes/Peru AFB Desa
disusun
berdasarkan
REKPDesa/ Perubahan
RKPDesa
2.1.2 | Apakah penempatan pos
Pendapatan
sesuai dengan ran
Perundangundar
2.2 Pendapatan |
221 Apakah estimasi
rasional dan
realistis
2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Perdes terkait PADesa (misal
Desa vang | Perdes tentang Pungutan, dil)
bersumber dari apatan
Asli Desa

didapatkan
secara legal dan te

diaiur

2.2.3

Perbup/Perwal tentang
Daftar Inventaria

Kewenangan Des

2.3.4

ST




235 Peraturan Bupat tentang
ADD atau Perbup tentang
Penetapan Siltap Kepala
Desa dan Perangkat Desa

2.3.6 Peraturan Bupati tentang
ADD atau Perbup tentang
Penetapan Siltap Kepala
Desa dan Perangkat Desa

2.3.7 Standar Harga yang
ditetapkan
Kabupaten.

:n‘

2.4.1

242

243 Peraturan Desa tentang
Dana Cadangan

2.4.9

2.4.5 Peraturan Desa tentang
Pembentukan BUMDes dan
hasil analisa kelayakan
usaha

2.4.6

2.4.7

Kesimpulan penilaian aspek A

Hasil Evaluasi (coret yang tidak perlu) :

* Untuk disetujui Bupati
» Untuk diperbaiki Desa

Nama

Jabatan :




F.1. Format Peraturan I

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

mm,nmmama Desa)
NOMOR ... TAHUN ......

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN Mﬂm .....................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
m*mnamggnranyﬂngmlahdiﬁtapkmdﬂamﬁwmn?mﬁap&tan
daftl Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
biayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
g@nia Desa Tahun Anggaran.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
ﬁnmﬂmn Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

I+l

h g R
o) Sl
3. i.....dan seterusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula
Rp....... .- I], bertambah /berkurang sejumlah
.......... ) sehingga menjadi Rp..........,~ (..........) dengan rincian
i berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.
Iacmu]-a Rp. i
Tb bertambah/ (berkurang) Rp.
c. Jumlah pendapatan setelah perubahan - R e
|
2. bﬂnqiaDcm _
I'ra, semula : 1 M SRS AT e
c. bertambah;'[berkumg] . R RS LT
b.  Jumlah belanja setelah perubahan - R I
Surplus/(Defisit) setelah perubahan s L
3. Pembiayaan Desa J
3.1. Penerimaan Pembiayaan




g8

a. semula | TRW | einyianis cabadh seicn

b. bertambah/(berkurang) B i viaks

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. ...
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula o RSt B R

b. bertambah/(berkurang) S S e
Selisih Pembm;raan setelah perubahan Rp.
(a-b)

Pasal 2

dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

UE% lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3
Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
ahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan

o pelaksanaan Perubahan APBDesa
; Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar | setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Pel"aturanDesauudajam Lembaran Desa... (nama Desa).
Ditetapkan di .......... s i e
pada tanggal, ...,
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA (Kepala Desa)
Diundangkan di
pada tanggal, .......oiue
SEKRETARIS DESA ....... (Nama Desa]
tanda tangan
NAMA ......... (Sekdes) __
LEMBARAN DESA....... (Nama Desa) TAHUN ........ NOMOR .......... L,




F.2. Format Perubahaniﬁnm Pendapatan dan Belanja Desa
LAMPIRAN :  PERATURAN DESA
NOMOR e TR o
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
m ANGGARAN MTAI DAN BELANJA DESA
: mmm SErEFssdsEREREERERERER RS S
TAHUN ANGGARAN ......cconnneee e
Contoh :
BEMULA MENJADI BERTA SUMB
KODE MBAH/
ANGGARAN ANGGARAN ER
i st b i (Rp) Vi ®p) | Tane) | DANA
i B aT ! 5 A LR ]
T
JUMLAH :
|
i
. KEPALA DESA ......cccoovimiinne
e e M el i S, M L T }
)
Cara pengisian
Kolom 1 : dii
Kolom 2 : di
Kolom 3 : dii
Kolom 4 : dii
Kolom 5 - diisi
Kolom 6 : diisi
Kolom 7 :

Kolom & :




=
b. bertambah /(berkurang) BB S niidnnatiinuenabis
Jumlah setelah perubahan R e
2.2. Bidang Pembangunan Desa
a. semula ' - R ST
b. bertambah/(berkurang) R [ R
Jumlah setelah perubahan . TR St I T
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. semula ; BB i s e
Jumlah setelah perubahan Rp.
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. semula _ L IR AP e R o
b. bertambah /(berkurang) - RN T
Jumlah setelah perubahan )RR R
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan
Mendesak Desa
a. semula _ L7 R A e
b. bertambah /(berkurang) . e L R B
Jumlah Belanja setelah perubahan o el e SRR
Surplus {Defisit) setelah Perubahan Rp LR
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula RPL Caniovnsnaninsisnbibos
b. bertambah /(berkurang) s SR e e
Jumlah setelah perubahan A R
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula o e N it
| b. bertambah /[berkurang) o R e
Selisih Pembiayaan setelah perubahan |- R W
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Bmmmuehagaimnnndimakxudm 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam
Pera ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Peru Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan

Kq_pala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
FEL'atturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

: setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan peng_unda.nga.n
| Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..
( fwin -
|

Desa)
Ditetaplean di ... issvannpaeniaes
pada tanggal, ........ccoreiiininionanis
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
| | NAMA (Kepala Desa) ||\a

Diundangkan di ........ : o

pﬂdﬂ tanm'l'l ......................... - :

SEKRETARIS DESA ....... (Nama Desaj

tanda tangan

NAMA ......... (Sekdes)

BERITA DESA....... (Nama Desa) TAHUN ........ NOMOR ...........
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H. Format DPA

H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

m EEFERsAFRanNEdEaRRREtEe mru FEFRAATRATRIARRERAERS

TAHUN ﬂm&l e

-

Sub Bidang fﬁf.
Waktu Pelaksanaan e
Rincian Pendanaan ki
HARGA SATUAN
NO M. . ' VOLUME ; I IIIIHI!H{R;I
o I T L i TORMRA ¢ 10 T 7 RN WY, LS
JUMLAH [Rp)
igetujui o
KEPALA nglst KAURSKASI . . iivianiiiad
fidias i L) { : sii)

R
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K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.1. Buku Kas Pembanty Kegiatan
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
nm .“F“F“.‘II!IIIII‘.I.II mT“ L T T T T Ty
TAHUN ANGGARAN ........coo0euniminsmies
Pemast Ptn‘gl’u;m[m_ Peagmb
N 'l maan lian Saldo
No. | Tanggal | . W Uraian .mm“‘““dmm& Kas
mypt | WE | e e
i 2 J i s e 7
i AEL 3G ¢ R S W D PR i
Pindahan Jumlah - "
dari halaman
sehelumnya
:
|
|
Jumlah
Total Penerimann Total Pengeluaran
................. y _/;
KAUR/KASL.........ociivisinsiains
Epprge R R U e ]
Cara pengisian:
Kolom 1 ;dii ' =
Kolom 2 gal transalosi. :
Kolom 3 or bukt transalksi. :
Kolom 4 an transaksi, .
Kolom 5 ah rupiah yang diterima dari kas Desa,
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 10 : diisi jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.




K. Format Buku Pe tu Kegiatan !
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat
BUKU PEMBANTU HKEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
m b.pt—q.tﬁj|f.iyq¢dﬂlil-l m"ﬂ liib!!itiitiit.ttiitl';f
Tm m SasdndEsEndsRdaRnadbaEEE
Nama Kegiatan At P P el gl 1l et el R e e el
5 o L Gl Meo it | L
No. | Tanggal Uralan Setor Ke
i #hd | Uang(Rp) | maga | =090 C | (Rp)
;J"'_-‘ 3 ] , N P ..--'i." --.Ll-' ] j"""_-_-_ == '.- '|LI_ — ? = 'E..
Findahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
' Jumiah
Total
KAUR/KASI
(heciian il A LS )
Kolom 1 : diisi pr urut. !
Kolom 2 : al transaksi, i
Kolom 3 r bukti transaksi,
Kolom 4 pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 uang yang berikan.
Kolom 6 : dii jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : dii bukti setor/ pemberitahnan kepada Bendahara.
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M.1, Format Surat Permintaan Pembayaran
SURAT r-nmm PEMBAYARAN (BPP)
DEBA ......occonesneiininnss KECAMATAN ..oocoviinsninmminnnsi
TAHUN ANGGARAN ......coociiansanisnsan
Bidang il
Sub Bidang i
Waktu Pelaksanaan
PAGU SISA

NO URAIAN ANGGARAN ﬂﬂﬂ#}lﬁl

1

|

JUMLAH :
Telah si oleh;
Sekretaris Desal.. | .ioeeien Kaur/Kasi .........;oes
Aie ' ) T USSRl )
Disetujui untuk dibayarkan | Telah dibayar lunas oleh;
Kepala Desa .i...piinemrens i Kaur. Keuangan,

Cara pengisian:
1. Bi )
2.
3
4.
3.
G.
7.
8.
9.

b




=
|
M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
m llllllllllllllllllllll MTM SEssasEssEsRSRARE SR AR SRR R EEE

Tﬂﬂlw.”....
Bidang . :
Sub Bidang 1
Kegiatan }
NO PFENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp)

I E-.‘ = |_t = 3 b 3
JUMLAH (Rp)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkap
Demikian mmtminidihuﬁth sebenarnya.
i KAUR/KASI ......vu0niiens
SRl OIS PEE TN )

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomen MMMMMM
2. Sub Bidang diisi dengan nmmkhmrdmknﬁamhmmgmmmﬂm
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa
4, Kﬂtﬂml dﬂﬂi W RBEN m 3
5. Kolom 2 : diisi d ima pembayaran yang ada di bukti belanja
6. Kolom 3 : diisi deny an keperluan belanija.
7. kolom 4 : diisi deng /
8. baris jumlah diisi j keseluruhan.
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! f
P. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Dlﬂl -
Tm, ﬂw*itltrtti
KABUPATEN : BO
PROVINEI : Sumq TENGGARA
: PENERIMA | PENGELU
NO | TGL KODE *ﬂ__'ﬂﬁ 'D'lﬂll AN (Rp) ARAN (Rp)
.'..Ei.""'. I'l'-:! A 1 "ﬁ':';'.?'ﬂ T E LE._-&. L E Ii =
al|blclalblcld
JUMLAH (Rp)
Diverifikasi oleh; Disetujui oleh; ]
SEKRETARIS DESA |.......c....is KEPALA DESA.........cununs = KAUR KEUANGAN,
s £y fliestias droponsssastnsirsonss ) iR Al M

Cara pengisian

Kolom 1 : diisi dengan nompi umtpmmmaannmmgclunrm

Kolom 2 : diisi dengan v gpal penerimpan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan mkmm;pmu‘immnlllnpmpluﬂrﬂn sebagaimana tertera dalam Penjabaran APE Desa.
Kolom 4 : diisi dengan uraién transaksi penerimasn atan pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran

Desa

Kolom 5 : diisi dengan j rupish penerimaan

Kolom & : diisi dengan j h rupiah pengeluaran

Kolom 7 : diisi dengan bukti transalksi

Kolom 8 : diisi dengan nette transalksi i

Kolom 9 : diisi dengan saldo kas. i




Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.1. Buku Pembantu Bank

nm. lllllllllllll mT“ bbbt ke s b L L I

i
!
! ihg
1 T
|
i
SRR Tt
TOTAL TRANSAKS] INI
TOTAL TRANEBAKSI
................ e T Ly
KAUR KEUANGAN,
A S R PR S e )
Cara pengisian : |

] transaksi Bank. |




(). Format Buku Pemtpaﬁ.l Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
nm A RS A larj--l-l mT“ SRdsAsRsRARRRERRERE e
Tm um“ LR L

' PEMOTONGAN PENYETORAN
NO | TANGGAL URAIAN

B i e i S LT ﬁ'.; s i 1‘.--‘-%’;.- ) T _.u_l:,%'l P AT e :

JUMLAH (Rp)

ArEEapEEesEEAsrasRRaasEan

KAUR KEUANGAN,

:

i3t




Q). Format Pembantu ]::ru Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DEBA ...ccoaeanss s KECAMATAN ....covivnnsrsnnsanss
TAHUN ANGGARAN .........
i PERTANGGUNG
NO. ! . PEMBERIA
NO | TGL | oo URAIAN : PENERIMA N (Rp) JAWABAN SALDO (Rp)
= 3 T i AL 4 5 [ | RN B 5w
JUMLAH (RP)
KAUR KEUANGAN,
{ )
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi
Kolom 2 :
Kolom 3 : diisi
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom T :
Kolom 8 :




R. Format Kuitansi

Pemerintah Desn <..Nama Desa...>
Kecamatan <...Nama Kabupaten...»
Kabupaten Bembana
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

Sudah Terima dari Kaur, Keuangan Desa : <..Nama Desa...>
Uang Sebesar Rp | <...Jumlah dalam angka...>

| (.. Jumlah dalam huruf..|

i {---Jumlah dalam huruf Lanjutan...)
Sebagai Pembayaran <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran(Kegiatan/ Belanjal...... >

... Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanfutan vaﬂatn:w ..... »

Satmbanmmnn Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/ Relanja)....>

L LT T

<,..Desa...» =<.itgl bin, th..>

Yang Memberi, Yang Mencrima,




5. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
MMMMWATMMMLM

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DEBA........ccccovnninns

TAHUN ANGGARAN.............

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

R DANRA

Gtk 9

(R

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obvek Pendapatan>

Transfer =

FAES SN S Y e

o b D e | e

Dana Desa:

Pendapatan lain-lain

]

Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketign

<Obyek Pendapatan>

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

01

01

01

01

<Rincian Obyek Belanja>

01

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan

01

s .
Pelayanan administrasi umum

01

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan
Desa

Pendidikan

&

anhmg'lmnmahablhmf&
ningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan

e

Belanja Modal Gedung dan
nan

gl 8 I8

Bangu
<Rincian Db:.rek Belanja>

o

jajanienicn

8i8|8|8

e e IS

gi8




SURPLUS /DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
a6 11 Penerimaan Pembiayaan
61112 SiLPA Tahun Sebelumnya
6|1 1 1 | SiLPA Tahun Sebelumnya
6| 2 Pengeluaran Pembiayaan
6|21 1 Pembentukan Dana Cadangan
6121 2 1 | Pembentukan Dana Cadangan
SELISIH PEMBIAYAAN
|
KEPALA DESA ........c...s
SR )
|
Cara pengisian: !
Kolom 1 : diisi klagifikasi Bidang Kegiatan :
6. bidang;
b. Sub dan
¢. kegiatan. 1
Kolom 2 ; diisi dasarkan klasifikasi ekonomi tﬁi‘ﬂh‘ldﬂﬂpﬁnﬂm, Eelnmadmmhiayaan
a
b.
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
- Bagian Belan -
a. belanja; _
b, jenis belanja {disesuaikan dengan jenis kegiatanj;
¢. obyek a: dan {
d. rincian abyek belanja.

blayaan; dan
I{nhmﬂ:dihiumh_t_ll :.-.: .. Belanja dan Pembiaysan (Lihat Lampiran A Permendagri ini} .

: 'anm:mgdit_ctq.pkml
Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan




T.2. Format Laporan Keu

LAMPIRAN [ : PERATURAN DESA

Lampiran 1 - Rinci

------------------------------

TENTANG + LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
| REALISASI APE Desa.
PEMERINTAH DESA......ccoisnenins
mATﬂ...m.........
UPATEN BOMBANA
i TAHUN ANGGARAN........
| Halaman
I X
I X
{ X
poran Keuanagan X
Realisasi Anggaran X
x
i X
i X
pajak dan Retribusi Daerah X
' X
X
X
X
laksanaan Pembangmm Desa X
# Bulan,ia'Bid&lpa binaan Knmawnlm Desa X
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa X
# Belanja ngan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa X
# Belanja Klasifikasi Ekonomi X
# Belanja Desa d:l]a.m Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
# Pembiayasan X
# Aset Desa X
# Penyertaan Modal Desa X
e e s s b S X
Lampiran
X
X
v




T.2.a. Format Laporan

| Realisasi APB Desa
m REALISASI APB DESA
mﬂm m‘f"il‘iiii‘ltiiti-i
Kecamatan........ccoeveee
Kabupaten Bombana

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembinyaa

Pengeluaran Pembiayaan

SiLPA TAHUN BERJALAN

I

'rmmnm P,

Cc.2

c3
cA4
C5
C.6
c.7
C.B

C9dan C15
C.10 dan C15
C.11 dan C15
C.12 dan C15

C.13 dan C15

JUMLAH BELANJA C.14
SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN NETTO

Relisast urang) ‘k
R XXK XXX, XXX 0O XX
XNE, XXX 00K AXH XXX XXX
LR RN KRN O XX
HEX . XRX XN XXX XEX . KXX
R NXH XN XX OO N
X 5N AKX R KRN K KRE
LA, s 00T KKX 2L FEN, XN
EX XXX b5 5 o b TR AR
ALK NAX OO . XX X0 XK
Iﬂ_..ﬂl AN AR N, XN
XN XK XXX XXX XN XN
m.m X, I R XX
AAALIRLENLT AL EETALE LY AL LA LTS
K IXE SKE AR LR R NER
HARRKER ERER AR K AR X
XXX X00K OO X
FAR KRR ARXARY
s, n v R R
LR AN EEE BET

Lihat Catatan Atas Laporan

=T



T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Kﬂu&.ﬂﬂ.l:!

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ............... , Kecamatan ..............., Kabupaten Bombana
Tahun ANEEATAN ...ivvresrsrrares

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa ......0:...... meérupakan desa di Kecamatan ................., Kabupaten Bombana. Sesuai dengan
Keputusan Bupati! Ne. .......cccoeiurmiosees TAREEAL 1ovovrverivrniissinnsy 88AL ini kepengurusan Pemerintahan Desa
1. Kepala Desa |
2. Sekretaris ¢
3. Kaur. Ki B TR L
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ... . Desa Kecamatan , Kabupaten
|
Laporan D%mbumpalamrmﬂmﬂuﬁﬁﬁﬂmusuﬁhﬁnkudumd&mhampﬂm&m.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan
telah bersifat . "
|
€. Rincian Pos : IEa:nm
1. thunlm‘s A dan Kas
|
SILPA tnhu!l'l anggaran 20x1

¢ Potongan Pajak yvg belum disetor ke Kas Negara
ik ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan

' Lebih/(Ku
! : Anggaran Realisasi
| | rang)
- P‘tm!’ ATE Do terdivi dark:
a. Hasil Usaha KR XXX TXKRKK XN
b. Hasil As XK FOOLKNK AKX
C. partisipasi, dan Gotong Royong 200K XXX XXX 0K
d. Lain- PADes yang sah ' HAR KKK potuS. $h.4.0.9 H00XRXK
: L KKK RAX. AKX X0 KKK
i
3. Dana Desa'

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tahiin anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

Lebih/(Kn
Anggaran Realisasi aat
Tahap 1 | XK KKK K2 KK
Tahap 2 | A RN HXOL NN m
XXX XXX R IHK HERXXK

4, Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah
Peneérimaan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adaleh sebagai berikut :

S 1...:7“%/

Anggaran




10.

Tahap 1 | KX FRLXRK bas & s e d
Tahap 2 | AR HN 0K, XK KX 00
XEXXXX XEXXXX e 5o
Alokasi Dana Desa (ADD
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut :
i Lebih /[(Ku
| Apgwansa  Beallewi
Triwulan 1 200 200X F 0K 300K 200K
Triwulan 2 _ XXX XXX XX XXX K X0KX
Triwulan 3 K, 300K HOLXXE FRHICK
Triwulan 4 . XX XKX XX XXX XEELEXX
Penerimaarn Deésa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah sebagai beikut:
Lebih/(Ku
Anggaran Realisasi —
Tehap 1 ! b e & el po e il .mm
Tahap 2 XXX.XXX A 200X R XK
Tahap 3 EXX. 200K 0, XX AR RN
Bantuan Ktrualnpn Kabupaten /kota .
Penerimaan Deésa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota ........... adalah sebagai berilout ¢
| Lebih/(Ky
| e e
Tahap 1 | HXX XXX AN XK
_: l | = an
Pendapatan lain-lain terdiri dari .
| Anggaran Healieasi i
' rang)
Penerimaan dari hasil kerjasama mtw Desa XXX KEX.IKK XK XXX
Penerimaan :I hasil kerjasama Desa dengan pihak XK 0300 A 200
ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di FOOK, KK FIOE. XK bva o
T 5
Hibah dan bangan dari pihak ketiga XHRHHK 00K XXX HXHICHH
Koreksi belanja tnhun-tn!mn ANgEAran O XXX 300 200K IR JOEK
mengakibatkan pengrimaan di kas
Desa i
Lain-lain pendapatan yang sah ' XXX 00K XXX XXX 3006, XX
Belanja - Penyelenggarasn Pemerintahan Desa
mmmﬂt:um:g Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari |
' = Lebih/(Ky
Anggaran Realisasi sang)
Belanja w+1 KRR KAX KKK XK JOHEX
Belanja g dan Jass i boe s LK XXX XX KXX
Belanja M 4 b sy pos e ey fun.u.%.9.5.3
Belanja - Pembangunan Desa
Belanja unﬁr::idmg Pembangunan Desa terdiri dari :
Lebih/(Kn
| Anggaran Eealisasi o
Belanja Barang dan Jasa K 00K bos B vl EXRNKK )




11

12,

13.

14.

Belanja Modal predsed HILN0E peasesy
Belanja - Btzn; Pembinaan Kmmwmn: Desa
Belanja un Hdum&mhmmmm Desa terdin dari :
! Lebih/(Kn
Angguran Realisasi
FRIE)
Belanja T dan Jasa TOOK XX UK XNX e & v
Belanja Mo H00OLRXX KKK 000X
Belanja - Bi!::g Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
Eebih/([Ku
Anggaran Renulisasi
rang)
Belanja Barang dan Jasa AXXKXX XX XX K
Belanja Modal xo0x 00 Pt S -2
Belanja - mmmwmwmmmmm
Seclama tah anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan
darurat nehlrpi berikut :
. Lebih/{Eu
|
| Anggaran Realisasi
i ang|
Belanja dan Jasa HO0E. XXX RXX. XXX KX XXX
Belanja M EAX NN OLLXNE fo.5. 8 w9
Belanja Desa dalam Klasifikasi ekonomi
Jumlsh bdpnjﬁdﬂamklnﬁﬁlmn‘chnhomiadnluhachwa&buih;t:
l Lebih/(Ku
Anggaran Realisasi
rang)
UK JOEK OO0 KKK 2K XKK
A R KX bov.v 504
e & d HKRX- KKK X XHX
pot.e v e g 2o M n e g fut.2 008
JO0KXKX XEX KK KR XK
TR XKK 0L HHK XK IO
00K XK AN 3N 3000
KKK XXX XK N0
200K XK LXK HEK KKK
300E. 300K NN XXX XXX XXX
XK JOLR P55 ) .8, %, 5, 0.%.5
RNK KKK XKEX. KX FOOL KK
pee s o 4 HC K FRXNK
KX 300K XHRXXK 00 30K
XK OO AHLKKK R X00K
HRHAXXK KRK. XXX AKX
TR HEX 0K 30K o & d
KOO KA 3008 X008 HHXJOK
003K HXX XXX O XXX
XXX XXX XXE XXX :




16.

Jumlah pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikaut :
; Lebih
Anggaran Realisasi I[l!'l
Penerimaan biayaan
Peugalumu;%m LK XA, B XAR ‘0\




17.

18,

19

Tanah

Jalan
Jembatan
Irigasi/ EmlTu
Jaringan /
Asct Tetap
Konsatruksi

desa adalah sebagai berikout ;

dan Alat Berat Kendaraan
gunan

Pengerjaan

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat difihat pada lampiran ....

Pun)vnamTH

BUMDes ... ......

odat

Dmpadammahhuhnpihedkm:

JOOLKKXK XXX XKX
XK KKK HXX.XXK XK KT
KN RNE EXK XXK HAK KX
XXX AKX XK XX XEX
KX HNK AN N AL AXE

Penambah

20x0 20x1 an/{Pengn
rangan|
XXHXKK XRKXHE XK XXX
XXX XKK 0L MK XX XXX
bote B N XHE XXE XXX
O XX KEX.XXX XK XHX
HRXOK K. IKK KKK
ARHXKK KKK XXX.XXK
000 XXX 200K XK ba's s o]
XL 00K 00X 30K TR XXX
MK KRR BN R oo et vy

Penambah

20x0 20x1  an/(Pengu
~ rangan)
MR KX KEXK s
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LAMPIRAN Tl : PERATURAN DESA

NOMOR Ry 7 b R
TENTANG :  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB Desa
PROGRAM SEKTORAL, mm DAERAH, m PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE DESA
Desa 5 Sl e L e
Kecamatan il sl e U
Kabupaten ﬁb&m
Provinsi awesi Tenggara
KEGIATAN ANGGARAN
- i Jenis | Lokasi | Volume | Satuan |  Jumish Sumber Dana
ik ' 185 = i ‘- 4 E - ‘?"‘ T
JUMLAH (Rp)

PARAF KOORDINASI

RO

PA

B b G2 DD |




